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BAB III 

Penutup 

 

A. Kesimpulan  
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut :  

 

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan terhadap pelanggaran 

pengelolaan Limbah B3 Residu Karbit di Kota Balikpapan yang dilakukan 

oleh PT.SBMA dinilai sudah efektif dan maksimal. Penegakan Hukum 

Lingkungan dari ruang lingkup administrasi dan pidana, hal tersebut 

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan Pejabat 

Kepolisian Polda Kalimantan Timur. Dari sisi Penegakan Hukum 

Lingkungan secara administrasi, bahwa tindakan Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Balikpapan dalam melakukan penegakan hukum lingkungan 

administrasi yang bersifat preventif yaitu adalah dengan melakukan 

pengawasan/monitoring, berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pengawasan lingkungan dimaksudkan sebagai sarana 

atau instrumen yuridis terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum 

administrasi lingkungan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, 

terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum administrasi itu adalah 

bermakna telah terjadi pencemaran dan perusakan terhadap fungsi dan 

kelestarian lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas kegiatan 

perusahaan/parbrik. Pengawasan dalam hal ini bermakna untuk menjaga 

tetap terpeliharanya lingkungan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat, 

sehingga pengelolaan yang bertumpu pada terwujudnya pembangunan 

berkelanjutan dapat diwujudkan dengan baik untuk memenuhi 

kesejahteraan masyarakat. Lalu dalam penegakan hukum yang bersifat 

represif yaitu adalah dengan melakukan penerapan sanksi administrasi 

yang telah melanggar seperti terguran tertulis ataupun lisan yang sudah 
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dilaksanakan, namun sanksi tersebut  dinilai kurang menjerat sanksi bagi 

pelaku tersebut. Seharusnya dapat diberikan sanksi adminstrasi yang 

lainnya seperti paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin 

Lingkungan terhadap pelanggaran pengelolaan Limbah B3 Residu Karbit 

dalam hal ini PT. SBMA tersebut. Dari sisi Penegakan Hukum 

Lingkungan secara pidana bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pejabat 

Kepolisian Polda Kalimantan Timur sudah mengambil tindakan yang 

optimal dan dinilai efektif, dengan melakukan tindakan represif  dimana 

terhadap kasus pelanggaran pengelolaan limbah B3 Reisidu Karbit 

tersebut yang dilakukan oleh PT.SBMA, maka serangkaian tindakan 

represif yang dilakukan Petugas Hukum mealui proses hukum pidana, 

yang sampai pada akhirnya Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan 

Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp, yang menyatakan terdakwa 

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana “Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan 

Pengelolaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59 Undang undang RI 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup” serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT 

SURYA BIRU MURNI ACETYLENE oleh karena itu dengan pidana 

denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jangka 

waktu membayar selama 2 bulan. sebagai akibat dari tindakan yang 

dilakukan PT.SBMA terhadap pelanggaran pengelolaan Limbah B3 

berupa residu karbit . 

 

2. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam pelaksanaan 

pengawasan terhadap pengelolaan Limabah B3 berupa residu karbit di 

kota Balikpapan sudah berjalan optimal dan efektif, Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Balikpapan telah berperan aktif dengan melaksanakan 

Monitoring dan Evaluasi dimana tugas dan fungsi  yang menjadi dasar 

yuridis sesuai pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 

2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas 
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Lingkungan Hidup Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Balikpapan. 

 

B.SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan di atas, maka rekomendasi 

yang dapat diberikan adalah : 

Menurut pasal 76  Undang undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa 

penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Balikpapan dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, 

paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin 

lingkungan. PT SBMA sudah mendapatkan teguran tertulis dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, namun sanksi tersebut masih tidak 

memberikan efek jera. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan seharusnya 

meningkatkan lagi ketegasannya dalam memberikan sanksi administrasi, yaitu 

dengan memberikan sanksi seperti : 

1. Paksaan Pemerintah 

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk : 

a. Penghentian sementara kegiatan produksi 

b. Pemindahan sarana produksi 

c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi 

d. Pembongkaran 

e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan 

pelanggaran 

f. Penghentian sementara seluruh kegiatan  

g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan 

tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. 

2. Pembekuan atau pencabutan Izin Lingkungan 

Penerapan sanksi administrasi berupa pembeukan izin lingkungan dapat 

dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administrasi 

berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, 
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misalnya : 

a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah. 

b. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin 

lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 

c. Pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan belum menyelesikan secara teknis apa yang seharusnya 

menjadi kewajibannya. 

d. Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

Sanksi administrasi berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan 

terhadap pelanggaran, misalnya : 

a. Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah 

b. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan 

tertulis dari pemberi izin usaha 

c. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif 

yang telah diterapkan dalam waktu tertentu 

d. Terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum 

yang engakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat 

e. Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan 

pembuangan limbah B3 

f. Menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun 

limbah B3 tidak sesuai  sebagaiama na yang tertuang dalam izin.  

        Sementara bagi pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan 

pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi yang akan ramah 

lingkungan, memasang alat pencegahan pencemaran, melakukan proses 

daur ulang. 
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